PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025
tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
67);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita
Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 102);

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu
Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 894);

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota
Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 177);

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 173);



Menetapkan

S0

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4
Tahun 2025 tentang Garis Sempadan Bangunan pada
Jalan Sepaku Raya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 485);

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8
Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 728);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya
disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat
provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu
Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan
Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga setingkat
kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota
Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya
disebut Kepala adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus
Ibu Kota Nusantara.

Direktorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
selanjutnya disebut Dittrantibum adalah perangkat
Otorita Ibu Kota Nusantara yang melaksanakan tugas
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
serta penegakan produk hukum Otorita Ibu Kota
Nusantara.

Polisi Pamong Praja Otorita Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Pol PP OIKN adalah anggota pada
Dittrantibum sebagai aparat Otorita Ibu Kota Nusantara
yang diduduki oleh aparatur sipil negara yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelindungan
masyarakat, dan penegakan produk hukum Otorita Ibu
Kota Nusantara.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Otorita Ibu Kota Nusantara yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran produk hukum Otorita Ibu Kota
Nusantara.
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Petugas adalah Pol PP OIKN, PPNS, anggota satuan
perlindungan masyarakat, dan/atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang ditugaskan pada
Dittrantibum untuk melakukan penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang
mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik
dari fisik maupun psikis, serta bebas dari rasa ketakutan
dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan
kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia
baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang
mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial,
dan norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang di
masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut Peraturan Kepala adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk
menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pelanggar adalah Setiap Orang yang melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara.

Pelanggaran adalah tindakan Setiap Orang yang tidak
patuh dan/atau tidak taat terhadap kewajiban dan/atau
larangan yang diatur pada ketentuan tertib dalam
Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Ibu Kota Nusantara.

Sanksi Administratif adalah instrumen hukum yang dapat
dikenakan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi
kewajiban atau melanggar larangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teguran Lisan adalah bentuk Sanksi Administratif yang
dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang
kepada Setiap Orang yang melakukan Pelanggaran.
Teguran Tertulis adalah bentuk Sanksi Administratif yang
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat
yang berwenang kepada Setiap Orang yang melakukan
Pelanggaran.

Pencabutan Izin adalah bentuk Sanksi Administratif
berupa penarikan kembali atau pengakhiran keputusan
berupa izin yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Pembongkaran adalah bentuk Sanksi Administratif
berupa proses penghancuran dan pengangkatan terhadap
struktur bangunan/tiang/benda lain yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda Administratif adalah bentuk Sanksi Administratif
berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang yang
melakukan Pelanggaran untuk melakukan pembayaran
sejumlah uang ke rekening kas negara.
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20. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat
STBP adalah surat resmi dari Petugas atau tim satuan
tugas kepada Pelanggar sebagai bukti Pelanggaran jika
sanksi tidak dipatuhi serta ditandatangani oleh Petugas
atau tim satuan tugas dan Pelanggar.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:
a. Sanksi Administratif; dan
b. penerapan pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 3
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 sampai
dengan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu
Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 4
Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berupa:
a. tingkat ringan, terdiri atas:
1. Teguran Lisan; dan
2. Teguran Tertulis;
b. tingkat sedang, terdiri atas:
1. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
2. penghentian sementara pelayanan umum;
c. tingkat berat, terdiri atas:
penutupan lokasi;
penutupan usaha;
Pembongkaran bangunan;
Pembongkaran sarana berjualan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan kegiatan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
pemulihan fungsi ruang;
pemulihan ke keadaan semula;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

LoNons b=

—
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Bagian Kedua
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 5
Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
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penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;

penutupan usaha;

pembekuan izin

Pencabutan Izin;

Pembongkaran bangunan;

Pembongkaran sarana berjualan; dan/atau
Denda Administratif.
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Pasal 6
Setiap pejalan kaki yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a dan huruf ¢ sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif
berupa:
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
c. Denda Administrasi; dan/atau
d. kerja sosial.

Pasal 7
Setiap pejalan kaki yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10
ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu
Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda
Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) atau kerja sosial.

Pasal 8
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat
(2) dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
Teguran Tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan kegiatan usaha;
penutupan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
Pembongkaran bangunan;
Pembongkaran sarana berjualan;
pemulihan ke keadaan semula;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

U RS TSR Mo 0 o

Pasal 9
Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11
ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan
huruf j sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda
Administratif atau kerja sosial.



Pasal 10
Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11
ayat (2) huruf c sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu
Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda
Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) atau kerja sosial.

Pasal 11
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat
(3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa Denda Administratif atau
kerja sosial.

Pasal 12
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan kegiatan usaha;
Pembongkaran bangunan;
Pembongkaran sarana berjualan;
penutupan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
pemulihan fungsi ruang;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.
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Pasal 13
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
Pembongkaran bangunan;
penutupan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

R

Pasal 14
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. Teguran Lisan;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian tetap kegiatan;
d. Pembongkaran bangunan;
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penutupan usaha,;

pembekuan izin;

Pencabutan Izin;

pemulihan fungsi ruang;
pemulihan ke keadaan semula;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.
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Pasal 15
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat
(1) dan ayat (2) huruf a, huruf ¢ sampai dengan huruf r
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
Pembongkaran bangunan;
Pembongkaran sarana berjualan;
penutupan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
pemulihan ke keadaan semula;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

TR TR M0 0 o

Pasal 16
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat
(2) huruf b sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa Denda
Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) atau kerja sosial.

Pasal 17
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
Pembongkaran bangunan;
pembekuan kegiatan usaha;
penutupan usaha;
pembekuan izin;
Pencabutan Izin;
pemulihan fungsi ruang;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

TR TR M0 a0 o

Pasal 18
Setiap siswa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:



a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis; dan/atau
c. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 19
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan,;
Teguran Tertulis;
penghentian sementara pelayanan umum;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pembekuan izin;
penutupan usaha,;
Pencabutan Izin;
penutupan usaha,;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.
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Pasal 20
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
Teguran Tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
Pembongkaran sarana berjualan;
pembekuan kegiatan usaha,;
pembekuan izin;
penutupan usaha;
Pencabutan Izin;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.
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Pasal 21
Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan yang
melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara dikenai Sanksi
Administratif berupa:
a. Teguran Lisan; dan/atau
b. Denda Administratif.

Pasal 22

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat
(2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. Teguran Lisan;
b. Denda Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah); dan/atau
c. kerja sosial.



Pasal 23
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
Teguran Tertulis;
pemulihan fungsi ruang;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

PacoTp

Pasal 24
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
c. Denda Administratif; dan/atau
d. kerja sosial.

Pasal 25
Setiap pengunjung yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Kepala mengenai Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu
Kota Nusantara dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
Teguran Tertulis;
pemulihan ke keadaan semula;
Denda Administratif; dan/atau
kerja sosial.

Pacop

Pasal 26
Setiap supplier/vendor/penyedia jasa transportasi pihak
tenant yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. Teguran Lisan;
b. Teguran Tertulis;
c. Denda Administratif; dan/atau
d. kerja sosial.

Pasal 27
Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat
(4) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala mengenai
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara
dikenai Sanksi Administratif berupa:
Teguran Lisan;
Teguran Tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
Pembongkaran bangunan;
pembekuan kegiatan usaha,;
penutupan usaha;
Denda Administratif; dan/atau

SR e R0 o
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kerja sosial.

BAB III
PENERAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
Penerapan pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan
oleh Dittrantibum berdasarkan hasil:
a. pembinaan;
b. pengawasan;
c. pengaduan; dan/atau
d. penertiban.
Dalam pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dittrantibum menugaskan
Petugas dan/atau tim satuan tugas.
Tim satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
kementerian/lembaga;
pemerintah daerah,;
pemerintah desa;
kelurahan; dan/atau
unit kerja terkait di Otorita Ibu Kota Nusantara.

©po o

Pasal 29
Penerapan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), disesuaikan dengan
tingkat dan/atau jenis Pelanggaran yang diatur dalam
Peraturan Kepala ini.
Penerapan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
a. tahapan; atau
b. tidak sesuai tahapan,
yang disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
Penerapan pengenaan Sanksi Administratif sesuai
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang
diberikan secara berjenjang mulai dari tingkat yang ringan
sampai dengan tingkat yang berat.
Penerapan pengenaan Sanksi Administratif tidak sesuai
tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang
menunjuk salah satu atau beberapa pengenaan Sanksi
Administratif secara langsung.
Dalam melaksanakan penerapan pengenaan Sanksi
Administratif, Petugas atau tim satuan tugas dapat
melakukan pengamanan barang bukti.

Pasal 30
Dalam hal keadaan tertentu penerapan Sanksi
Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara
tidak bertahap.
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Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kondisi atau situasi yang memerlukan
pengenaan sanksi dengan segera terhadap:

a. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang
sangat besar;

b. Pelanggaran yang berdampak langsung dan/atau
ancaman serius terhadap kesehatan, keselamatan
umum, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau
bencana;

c. Pelanggaran terhadap kegiatan yang tidak memiliki
izin dan/atau menyalahgunakan izin tidak sesuai
dengan izin yang diberikan; dan/atau

d. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

Pasal 31

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan

diterapkan terhadap:

a. Pelanggaran yang dilakukan tidak menyebabkan
kerugian yang besar;

b. Pelanggar menunjukkan itikad baik untuk
memperbaiki diri dan berjanji tidak mengulangi
Pelanggaran;

c. Pelanggaran tidak menyebabkan kerugian besar bagi
masyarakat atau pihak lain;

d. Pelanggaran yang dilakukan dapat ditindaklanjuti
dan/atau dilakukan perbaikan secara:

1. langsung atau tidak memerlukan waktu yang
lama;

2. tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi;

3. tidak memerlukan penanganan oleh asesor;
dan/atau

4. tidak memerlukan biaya tinggi;

e. Pelanggar melakukan Pelanggaran untuk pertama
kali dan/atau belum pernah melakukan Pelanggaran.

Petugas atau tim satuan tugas menerapkan pengenaan

Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Pelanggar untuk

memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama

14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan jenis

Pelanggaran.

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan dengan cara Petugas atau tim satuan tugas

menyampaikan pengenaan Sanksi Administratif berupa

Teguran Lisan kepada Pelanggar dengan bertatap muka

dalam ruangan dan dalam waktu yang sama.

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan

kepada Pelanggar dituangkan dalam berita acara Teguran

Lisan yang ditandatangani oleh Petugas atau tim satuan

tugas, Pelanggar, dan saksi.

Dalam hal Teguran Lisan tidak ditaati oleh Pelanggar

sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2), Pelanggar dikenai Sanksi Administratif
berupa Teguran Tertulis.

Format berita acara Teguran Lisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala ini.

Pasal 32

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis

diterapkan terhadap:

a. Pelanggar tidak mentaati dan/atau  tidak
melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam
pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran
Lisan;

b. Pelanggaran yang dilakukan memiliki tingkatan yang
lebih berat daripada Pelanggaran yang dapat
dikenakan sanksi Teguran Lisan;

c. Pelanggar telah melakukan Pelanggaran lebih dari 1
(satu) kali dan telah mendapatkan hukuman
sebelumnya;

d. Pelanggaran telah menyebabkan kerugian yang lebih
besar bagi masyarakat atau pihak lain; dan/atau

e. Pelanggar tidak mempunyai itikad baik untuk
melakukan perbaikan atau tidak kooperatif.

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat

peringatan tertulis dari unit kerja yang menyelenggarakan
fungsi di bidang pengendalian pembangunan atau

Dittrantibum kepada Pelanggar.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat:

a. rincian Pelanggaran;

b. kewajiban untuk mentaati peraturan; dan

c. tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan
dikenakan jika tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Rincian Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a memuat keterangan Pasal yang dilanggar.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

memuat kewajiban untuk melakukan tindakan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan

dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 33

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan paling
banyak 3 (tiga) kali.

Teguran Tertulis kesatu diberikan kepada Pelanggar
untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan yang
tercantum dalam surat Teguran Tertulis dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
surat Teguran Tertulis kesatu tersebut diterima.
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Dalam hal Teguran Tertulis kesatu tidak ditaati dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pelanggar diberikan sanksi Teguran Tertulis kedua untuk
memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum
dalam surat Teguran Tertulis dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat Teguran
Tertulis tersebut diterima.

Dalam hal Teguran Tertulis kedua tidak ditaati dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pelanggar diberikan Teguran Tertulis ketiga untuk
memenuhi kewajiban sesuai dengan yang tercantum
dalam surat Teguran Tertulis dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat Teguran
Tertulis tersebut diterima.

Dalam pemberian surat Teguran Tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan
mencantumkan kalimat penegasan yang menyatakan
Teguran Tertulis ketiga merupakan peringatan terakhir
dan apabila sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan
berakhir tetapi kewajiban tetap tidak ditaati akan dikenai
Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyampaian surat Teguran Tertulis kepada Pelanggar
dilakukan oleh Petugas atau tim satuan tugas.

Setiap pengenaan sanksi Teguran Tertulis dituangkan
dalam berita acara Teguran Tertulis yang ditandatangani
oleh Petugas atau tim satuan tugas yang menyampaikan
surat, Pelanggar, dan saksi.

Format berita acara Teguran Tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala ini.

Pasal 34
Pengenaan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
dapat disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan.
Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:
a. stiker;
b. papan;

c. spanduk; dan/atau

d. media elektronik.

Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipasang sampai dengan Pelanggar memenuhi
kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat
Teguran Tertulis.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Tingkat Sedang dan Tingkat Berat

Pasal 35
Pelanggar yang tidak memenuhi kewajibannya sampai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat Teguran
Tertulis ketiga berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4) dikenai Sanksi Administratif berupa:
a. tingkat sedang, terdiri atas:



- 14 -

penghentian sementara kegiatan; dan/atau
penghentian sementara pelayanan umum;
ingkat berat, terdiri atas:

penutupan lokasi;

penutupan usaha;

Pembongkaran bangunan;

Pembongkaran sarana berjualan;
penghentian tetap kegiatan;

pembekuan kegiatan usaha;

pembekuan izin;

Pencabutan Izin;

. pemulihan fungsi ruang;

10. pemulihan ke keadaan semula;

11. Denda Administratif; dan/atau

12. kerja sosial.

N —

b.

—+

WRONoOOhWD=

Pasal 36

(1) Dalam  pengenaan  Sanksi Administratif berupa
Pembongkaran bangunan atau Pembongkaran sarana
berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b
angka 3 dan angka 4, Kepala terlebih dahulu menerbitkan
surat perintah Pembongkaran kepada Pelanggar untuk
membongkar sendiri bangunan atau sarana berjualan
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
surat perintah Pembongkaran diterima.

(2) Apabila Pelanggar tidak membongkar sendiri bangunan
atau sarana berjualan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dittrantibum
membongkar bangunan atau sarana berjualan dengan
disertai surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala.

(3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara Pembongkaran.

(4) Format Dberita acara Pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala ini.

Bagian Keempat
Denda Administratif

Pasal 37

Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif

terdiri atas:

a. Denda Administratif yang belum ditentukan besaran nilai
Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27; atau

b. Denda Administratif yang telah ditentukan besaran nilai
Denda Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal
10, Pasal 16, dan Pasal 22.

Pasal 38
Denda Administratif yang belum ditentukan besaran nilai
Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf a dilakukan sebagai berikut:
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pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di

bidang  pengendalian pembangunan memberikan

rekomendasi kepada Kepala untuk pengenaan Denda

Administratif;

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling

sedikit memuat:

1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;

2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Denda
Administratif yang direkomendasikan;

3. jangka waktu; dan

4. akibat hukum Sanksi Administratif tersebut terhadap
Pelanggar;

berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, Kepala menetapkan Keputusan mengenai

pengenaan Sanksi Administratif = berupa Denda

Administratif.

Pasal 39

Berdasarkan Keputusan mengenai pengenaan Sanksi
Administratif berupa Denda Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, Petugas atau tim
satuan tugas menerapkan Denda Administratif kepada
Pelanggar.

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan dan disetor pada kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 40

Denda Administratif yang telah ditentukan besaran nilai Denda
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b,
berlaku terhadap ditemukannya Pelanggaran berdasarkan
laporan kejadian atau tertangkap tangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 41
Pelanggar yang dikenai Denda Administratif yang telah
ditentukan besaran nilai Denda  Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan STBP
oleh Petugas atau tim satuan tugas.
STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
identitas Pelanggar;
waktu dan lokasi Pelanggaran;
Pelanggaran yang dilakukan;
Pasal yang dilanggar;
Denda Administratif yang harus dibayarkan;
batas waktu pembayaran Denda Administratif; dan
konsekuensi  jika  tidak membayar  Denda
Administratif.
Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

@mo a0 g

Pasal 42
Dittrantibum  menerbitkan surat tagihan Denda
Administratif berdasarkan bukti Pelanggaran dan
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diberikan kepada Pelanggar untuk disetorkan ke kas
negara melalui bank yang ditunjuk.

Pelanggar menyampaikan surat tanda setoran dari bank
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Dittrantibum.

Format surat tagihan Denda Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala ini.

Bagian Kelima
Kerja Sosial

Pasal 43

Pengenaan Sanksi Administratif berupa kerja sosial

dikenakan dengan ketentuan:

a. nilai kerugian tidak lebih dari Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) berdasarkan apa yang dilanggar
dari hasil penghitungan;

b. ditentukan sebagai hukuman alternatif sanksi Denda
Administratif yang telah ditentukan nilai rupiahnya
dalam Peraturan Kepala ini; dan/atau

c. Pelanggar secara ekonomi tidak mempunyai
kemampuan untuk membayar Denda Administratif.

Kerja sosial sebagai hukuman alternatif sanksi Denda

Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Pelanggar menyatakan menyesali atas Pelanggaran
yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi
perbuatannya;

b. Pelanggar bersedia untuk memperbaiki perilakunya;

c. Pelanggar menyatakan sanggup untuk menjalani
hukuman kerja sosial; dan

d. Pelanggar sanggup mematuhi aturan dan ketentuan
yang berlaku selama menjalani hukuman kerja sosial.

Pasal 44

Pelaksanaan pengenaan Kkerja sosial dilakukan oleh
Dittrantibum dengan didampingi unit kerja terkait di
Otorita Ibu Kota Nusantara dan dapat dibantu dari unsur
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara
Nasional Indonesia.
Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melakukan pekerjaan yang dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. membersihkan fasilitas umum;
b. merawat taman atau lingkungan;
c. membantu pelayanan di panti sosial atau lembaga

kesejahteraan atau rumah ibadah; atau
d. melakukan kegiatan sosial lainnya yang ditentukan.
Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) jam
dalam 1 (satu) hari kerja.
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Pasal 45
Besaran Denda Administratif sebanyak Rp250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) diperhitungkan senilai dengan 60
(enam puluh) menit kerja sosial.

Pasal 46
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengenaan Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Nusantara
pada tanggal 13 Oktober 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

NUSANTARA

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

L)
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR gjq



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGENAAN

SANKSI

ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI IBU

KOTA NUSANTARA

A. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Gedung Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan
REPUBLIK INDONESIA Kantor Perwakilan: Menara Mandiri Il Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-565, Senayan, Jakarta Selatan 12190

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Nomor: ............ Joeeeiaannns [
Padahariini................. tanggal ....... bulan ................... tahun ............. pukul
.......... WITA, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : .
............ [eveeeiiinnei) eiiiiiiiiiieeennes, saya selaku Petugas Dittrantibum Otorita [bu

Kota Nusantara atau Satuan Tugas tersebut di bawah ini :
Nama T et et e et ee et et ea et en e e en ettt et ea et eaeaaaeaanenas

Jabatan U P PP PP PP PP OP PP PP TTPPOPPPRPINt

NIP P OO PP P TP PPPPPTTPRN

Pangkat/Gol PSP

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama L et et e et e et e et et e e et e e e et een e aa
Alamat PPN
Pekerjaan L e et ettt ettt eeeeeaa et e e aree e ean e s e e ee sen e eanaen

2. Nama L ettt e eeeeeeeaeeeeieesetieieeseneeeeneneiaeteteeaet et aaaneaaanannn
Alamat L ettt e eeeeeeeeeeieeseeieieesemeeeeneneeetnetetaet et aaanaaaaaannn
Pekerjaan PPN

Telah melaksanakan pengenaan sanksi Teguran Lisan kepada :
Nama U P PP PP PP PPNt

Nomor KTP/ NIK PPN
Tempat/ Tanggal Lahir @ ......o.ciiiiiii e
Umur/Jenis Kelamin  : ............ Tahun, Laki-Laki/ Perempuan

Agama L e e e a e e n et
Kewarganegaraan OO
Pekerjaan PPN
Alamat L e et e e et et e e e et et e e et eaaean e
No. Telp/ HP PPN
Atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... ayat ..... huruf .....

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara, dengan cara
menyampaikan kata-kata Teguran Lisan sebagai berikut:

Padahariini................. tanggal ....... bulan .......... tahun ............. pukul
...... WITA, disampaikan Teguran Lisan kepada  Saudara
.................................. karena telah melakukan Pelanggaran atas
ketentuan Pasal ...... ayat (....) huruf ..... Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya dalam waktu paling lama .......
hari wajib telah melaksanakan ...............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Demikian Teguran Lisan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Demikian Berita Acara pelaksanaan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut dalam Berita Acara ini.

Nusantara, ................. 20...
Pelanggar Petugas atau Satuan Tugas
(NAMA) (NAMA)
(NIP)
Saksi 1 Saksi 2

(NAMA) (NAMA)
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B. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN TERTULIS

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Gedung Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan
REPUBLIK INDONESIA Kantor Perwakilan: Menara Mandiri Il Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Senayan, Jakarta Selatan 12190

BERITA ACARA TEGURAN TERTULIS

Nomor: ............ [ [
Nusantara, ...cccceeveeeiiiiiiiiniiienenennn.
Nomor : Kepada Yth.
Lampiran et e e ea s
Perihal tPeringatan 0 e
Pada hariini ................. tanggal ....... bulan ........ccc.eeueee. tahun .............
pukul ... WITA, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor
............ [eeoevinenenf ciiiiiieinnneee..., saya selaku Petugas Dittrantibum Otorita Ibu
Kota Nusantara atau Satuan Tugas, tersebut di bawah ini:
Nama N
Jabatan S PP PTPRPPR
NIP SO PP PPN
Pangkat/Gol S PPN

Menindaklanjuti surat Teguran Tertulis ke 1, 2, dan 3, atas Pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... ayat ..... huruf ..... Peraturan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara, yang dilakukan oleh:

Nama O
Nomor KTP/ NIK e et e e e ea et e e e et e et e e e e aan e
Tempat/ Tanggal Lalil & ... et et e e e e e en e eeanees
Umur/Jenis Kelamin  : ............ Tahun, Laki-Laki/ Perempuan

Agama OO
Kewarganegaraan PPN
Pekerjaan PPN
Alamat N
No. Telp/ HP PPN
Dengan ini Kami mengingatkan Bapak/Ibu untuk menaati ketentuan dalam
Pasal ....... ayat (....) huruf ......... Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Ibu Kota
Nusantara paling lambat ...... (coeevmreaeneens ) hari kerja sejak tanggal diterimanya

surat ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, Bapak/Ibu tidak
melaksanakan kewajibannya maka akan dikenai sanksi ......c..ccoeeeivenennennn.

Demikian surat peringatan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nusantara, ........ccceeuees 20...
Pelanggar Petugas atau Satuan Tugas
(NAMA) (NAMA)
(NIP)
Saksi 1 Saksi 2

(NAMA) (NAMA)
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C. FORMAT BERITA ACARA PEMBONGKARAN

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Gedung Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan
REPUBLIK INDONESIA Kantor Perwakilan: Menara Mandiri Il Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Senayan, Jakarta Selatan 12190

BERITA ACARA PEMBONGEKARAN

Nomor: ............ Y AUTUT [,
Pada hari ini ................. tanggal ....... bulan .................. tahun .............
pukul ......... WITA, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor
............ [eooiiiieii] i, saya selaku Petugas Dittrantibum Otorita
Ibu Kota Nusantara atau Satuan Tugas, tersebut di bawah ini :
Nama PPN
Jabatan PP
NIP L e e ettt e ettt et e e et et en e aaan
Pangkat/Gol S PP
Telah menemukan adanya bangunan yang terletak di
........................................................... , atas nama:
Nama S PPN
Nomor KTP/ NIK D e e et e e e aa e eneaas
Tempat/ tanggal 1ahir @ ..o e
Umur/Jenis Kelamin  :............ Tahun, Laki-Laki/ Perempuan
Agama S PP
Kewarganegaraan S PP
Pekerjaan L e e e et ettt e aneans
Alamat S PP PP
No. Telp/ HP D e e e e e e et e ee e e e
Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Nomor @ ... dan  Surat Tugas ...l Nomor:
............ [evoiiiaie] v, tanggal ....... dilakukan pembongkaran

terhadap bangunan/sarana berjualan dengan perincian sebagaimana
terlampir, pada:

Hari, tanggal D e ) eeeeeeeeeeniteeeieaneeeaaens 20..

Pukul D e WITA

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
Petugas atau satuan Tugas, dan Pemilik/Penanggung Jawab
bangunan/sarana berjualan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Nusantara, ................. 20...
Pemilik /Penanggung Jawab Petugas atau Satuan Tugas
(NAMA) (NAMA)
(NIP)
Saksi 1 Saksi 2

(NAMA) (NAMA)
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D. FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Gedung Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan
REPUBLIK INDONESIA Kantor Perwakilan: Menara Mandiri Il Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Senayan, Jakarta Selatan 12190

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Nomor: ............ AU [,
Pada hari ini ................. tanggal ....... bulan .........c...ee.... tahun .............
pukul .......... WITA, di et e e e telah
terjadi Pelang@aran ..........cocoiiiiiiiiiiiiiiiii e ,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........................... Peraturan Kepala

Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara yang dilakukan oleh:

Nama BT P PPN
Nomor KTP/ NIK PPN
Tempat/ Tanggal Lalil & ..o et e e e e et s e e e e eee e
Umur/Jenis Kelamin  :............ Tahun, Laki-Laki/ Perempuan

Agama S PPN
Kewarganegaraan PO
Pekerjaan PN
Alamat L ettt ettt et eea e en et eeaeeea ettt aa et ea e an
No. Telp/ HP L ettt ettt ettt et aeeate s teea e et s e e e eneennaeeneeeneen
Selanjutnya kepada Pelanggar dikenakan denda sebesar Rp.................... -
(+eemme e e e e ).

Sebagaimana diatur dalam Pasal ......... Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota

Nusantara Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Ibu Kota Nusantara.

Apabila dalam waktu ..... (....) hari kerja tidak melakukan pembayaran denda
maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi ........c.cc.cceeiiiiinn.

Nusantara, ................. 20...
Pelanggar Petugas atau Satuan Tugas

(Nama) (Nama)
(NIP)
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E. FORMAT SURAT TAGIHAN DENDA ADMINISTRATIF

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

OTORITAIBU KOTA NUSANTARA Gedung Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Nusantara, Kalimantan
REPUBLIK INDONESIA Kantor Perwakilan: Menara Mandiri Il Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Senayan, Jakarta Selatan 12190

SURAT TAGIHAN DENDA ADMINISTRATIF

Nomor: ............ Y AU [,
Berdasarkan STBP Nomor Do [ /STBP/........ , disampaikan
kepada saudara:
Nama P PP TP PP PPPPPPPRI
Alamat PP PRPTPTRRPIN

untuk membayar denda administratif atas Pelanggaran Peraturan Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Ibu Kota Nusantara, melalui:

Bank PP PP PP
Nomor rekening PP PP PPN

Uang sebesar PP OPPRPPRR

Demikian untuk segera dibayarkan.

Nusantara, ................. 20...
Petugas atau Satuan Tugas

(Nama)

(NIP)

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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